
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEil KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 3 / HK.o3.2 / 73Or / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) LINGKUP SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal:.un 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah;

b. bahwa untuk keperluan inventarisasi, penginputan dan

pelaporan barang milik Negara pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Aplikasi

Sstem Informasi Manajemen Barang Milik Negara

(SIMAK BMN), dipandang perlu menunjuk Petugas

Pengelola Barang Milik Negara dalam Lingkup

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar

tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sistem Informasi

Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Lingkup

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahurl 2022.
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Mengingat
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l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara Republik Indonesia (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahur 2OO3 Nomor 47, Tallrbahat
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5 Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1O3, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelalsanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

62671;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahwrt 2Ol4 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O20 Nomor 142, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246lPMK.O6l2Ol4

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76|PMK.O6l
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2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 246|PMK.O6|2O14 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 49);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83lPMK.O6l2Ol6

tentang Tata Cara Pelalsanaan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

tentang Tata Cara Pelalsanaan Pemindah tanganan

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

165/PMK.O6/2027 tentangPerubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor lll/PMK.O6/2016 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan B.rrang Milik

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21

Nomor 1292);

9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.O6|2O2O

tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l53lPMK.O6 /2021
tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor

t2t2l;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol9 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
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Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Taht.:n 2O2l Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O20 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor

12361;

l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-

07 6.0 1.2.659 L 40 I 2022 tanggal 1 7 November 202 I ;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 7 /KU.OS|O2/2O22 tentang

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang

dan/ atau Pelaksana T\rgas (Plt) Kuasa Pengguna

Anggaran / Barang pada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

TEMUTUSI(AJT :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)

LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022.

Menunjuk dan Menetapkan saudara:

Nama : NUR SINCE.N

NIP. : 19810516 2Ol2122OOl

Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan :Staf Pelaksana Sub bagian Hukum

Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten KePulauan

Selayar

sebagai Petugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen

Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Lingkup Sekretariat
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun2O22.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas dan kewenangan antara lain adalah:

1. Melakukan Inventarisasi pengadaan barang Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Melakukar koreksi/perubahan apabila diperlukan;

3. Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan SAKPA;

4. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL;

5. Menyusun laporan BMN / Persediaan beserta ADK ke Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-

W), setiap Semester/Tahun;

6. Melakukan Stock Opname untuk persediaan dan

Inventarisasi Asset, setiap Semester/Tahun;

7. Mengelola Barang Milik Negara melalui aplikasi Sistem

Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN);

8. Melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam

pengelolaan Barang Milik Negara untuk keperluan

Komisi Pemilihan Umum Kab.Kepulauan Selayar dengan

berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-

076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2O2l Bag1an

Anggaran 076.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangftutan

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungiawab.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 73 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,tl
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